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A. LATARBELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan

pelaksanaan perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan

data dan informasi diperlukan untuk memastikan kebijakan dan

program pemerintah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan

masyarakat. Selain itu, penggunaan data juga dapat meningkatkan

akurasi penargetan berbagai program pemerintah untuk menghasilkan

program yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Data Registrasi Sosial

Ekonomi (Regsosek) merupakan saiah satu data sosial ekonomi

seluruh penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam

pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti. Dengan

demikian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,



pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pemerintah desa/kelurahan

didorong untuk memanfaatkan Data Regsosek sebagai sumber data

dalam perencanaan penganggaran dan penyelen ggaraarr program.

Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2023, Presiden

Joko Widodo juga menyampaikan urgensi pemanfaatan Data Regsosek

dalam penyelenggaraan progrzrm pemerintah, termasuk program-

program perlindungan sosial. Ha1 ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas basis data penerima manfaat dan akurasi

penyaluran program-program pemerintah.

Sesuai dengan arnarrat Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun

2022 tenlang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

serta kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat pada

bulan Mei 2023, Ker:enterian PPN/Bappenas memiliki peran dan

kewenangan sebagai pengelola Data Regsosek dan bertanggung jawab

untuk mendorong pemalfaatannya oieh kementerial/lembaga,

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan

pemerintah desa/kelurahan. Untuk mendukung pemanfaatan Data

Regsosek serta memastikan terlaksananya penyebarluasan dan

pemberian akses data yang terstandar, diperlukan penetapan Prosedur

Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi

sebagai panduan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/keiurahan

terkait ketentuan, alur, dan prosedur untuk mengajukan permohonan

hak akses dan pemanfaatan Data Regsosek kepada Kementerian

PPN/Bappenas.

B. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ter:tang Perlindungan Data

Pribadi.

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.
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4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia.

5. Peraturan Presiden Nomor B0 Tahun 2O2l tentan:g Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Peraturan Presiden Nomor B 1 TaIrun 2O2l tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

B. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tailun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunal Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona-1 Nomor Kep.

1 36 / M. PPN/ HK I 1 O / 2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi.

11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.

135/M.PPN/HK| 10l2023 tentang Penetapan Pelaksana

Pengelolaan Data Registrasi Sosial trkonomi.

C. TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada

kementerian/1embaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahar serta pemangku

kepentingan terka.it mengenai:

a. mekanisme pengajuan permohonan hak akses Data Regsosek; dan

b. pemanfaatan Data Regsosek.
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D. RUANG LINGKUP

1 . Surat Edaran ini mengatur prosedur dan mekanisrne permohonan

hak akses terhadap:

a. Data agregat, yaitu hasil dari pengelompokan, penggabungarl,

atau perhitungan dari Data Regsosek tingkat individual atau

keluarga menjadi bentuk yang lebih umum atau ringkasan.

b. Data mikro, yaitu Data Regsosek tingkat individu atau keluarga

tanpa dilengkapi variabel terkait identitas.

c. Data by name bg address, yaitu Data Regsosek tingkat individu

atau keluarga yang dilengkapi dengan variabel terkait identitas,

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor Kep. 136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data

Registrasi Sosial Ekonomi.

2. Surat Edaran ini mencakup:

a. tingkatan hak akses Data Regsosek;

b. penetapan hak akses Data Regsosek; dan

c. prosedur permohonan hak akses Data Regsosek.

E. ISI EDARAN

1 . Penyebarluasan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak akses Data

Regsosek bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah

desa/kelurahan pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, meliputi:

a. pemeriksaan kesesuaian Data Regsosek dengan prinsip-prinsip

Satu Data Indonesia;

b. penyebarluasan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak akses Data

Regsosek bagr kementerian/lembaga, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah

desa/kelurahan; dan
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c. pengolahan dal alalisis Data Regsosek untuk mendukung

penyediaan data agregat Regsosek.

2. Penyebarluasan dan pemanfaatan Data Regsosek dilakukan melalui

pemberian hak akses Data Regsosek kepada kementerian/lembaga,

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,

dan pemerintah desa/kelurahan.

3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembalgunal Nasional menyebarluaskan Data

Regsosek kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah

desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan.

4. Kementerian/lembaga sebagaimana yang dimaksud pada Angka 3,

termasuk Kementerian Perencanaal Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai

pengguna Data Regsosek.

5. Penyebarluasan Data Regsosek kepada unit kerja Kementerian

Perencanaan Pembangr-rnan Nasional /Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dilalsanakan oleh Produsen Data Regsosek

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Dalam rangka penyebarluasan Data Regsosek, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan

Pembangunal Nasional melakukan sosialisasi dan diseminasi Data

Regsosek dan mekanisme pemanfaatan Data Regsosek.

7. DaJ.am rangka mendukung penyebarluasan dan pemanfaatan Data

Regsosek, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan

kegiatan penguatan literasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah

daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah

desa / kelurahan, dan pemangku kepentingan



8. Kementeri en f lembage, pemerintah daereh provinsi, pemerinteh

daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan dapat

memanfaatkan Data Regsosek untuk perencanaan penganggaran

serta penyelenggaraan program Pemerintah, sebagai bagian dari:

a. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan r:.egara1'

b. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem

pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; dan

c. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

9. Hak akses Data Regsosek diberikan berdasarkan tingkatan hak

akses sebagai berikut:

i. Tingkat 1 : Pengguna data agregat terbuka pada Sistem

Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Regsosek Terpadu (Sepakat). Akses untuk Data

Regsosek Tingkat 1 diberikan tanpa melalui

permohonan hak akses.

ii. Tingkat 2 : Pengguna hak akses data agregat terpilah

dengan penetapan akses pada Sistem

Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Regsosek Terpadu (Sepakat).

iii. Tingkat 3 : Pengguna hak akses data mikro dengal

penetapan akses pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu

(SePakat).

iv. Tingkat 4 : Pengguna hak akses data bg name by address

dengan penetapan akses pada Sistem

Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Regsosek Terpadu (Sepakat).

10. Prosedur permohonan hak akses Data Regsosek:

a. Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali

Kota mengajukan permohonan hak akses Data Regsosek

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q Deputi Bidang
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Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badari

Perencanaan Pembangunan Nasional menentukan dan

memberikan hak akses Data Regsosek kepada

kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan.

c. Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional mendelegasikan

penentuan dan pemberian hak akses Data Regsosek kepada

Produsen Data Regsosek, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunal

Nasional.

d. Penentuan dan pemberian hak akses Data Regsosek bagi

kementerian/lembaga dilakukan trerdasarkan rekomendasi

dari direktur pengampu sektor terkait di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasionai/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

e. Dalam rangka pengajual permohonan hak akses Data

Regsosek:

1) Menteri/pimpinan lembaga mendelegasikan wali data

kementerian/lembaga sebagai narahukrung dan koordinator

pemanfaatan Data Regsosek di tingkat pusat; dan

2) Gubernur dan bupati/wali kota mendelegasikan

koordinator forum satu data tingkat daerah sebagai

narahubung dan koordinator pemanfaatan Data Regsosek di

tingkat daerah.

f. Pemberian hak akses Data Regsosek tingkat 2, tir,gkat 3, dan

tingkat 4 dilengkapi dengal Perjanjian Kerja Sama dan/atau

Non-disclosure Agreement antara Kementerian Perencanaan
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Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dengan pengguna Data Regsosek.

g. Tingkatan hak akses terhadap Data Regsosek ditetapkan oleh

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengelola Data Regsosek.

1i. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan persetujuan

pemberian hak akses Data Regsosek kepada Menteri atau

pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, dar bupati/wali kota

setelah seluruh proses permohonan hak akses Data Regsosek

selesai dilaksanakan.

12. Pemberian hak akses Data Regsosek kepada menteri/pimpinan

lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala desa/lurah

dilakukan secara bertahap,

13. Kewenarrgan Hak Akses.

1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan

kepala desa/lurah yang memiliki hak akses dapat memperoleh

kewenangan sebagai berikut:

a. melihat Data Regsosek;

b. mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan Data

Regsosek;

c. memberikan data balikar kepada Data Regsosek;

dan/ atau

d. melakukan integrasi data sektoral yang dimiliki dengan

Data Regsosek.

2) Kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubemur,

bupati/wali kota, dan kepala desa/lurah sebagaimana

dimaksud pada Angka 1) dilaksanakan sesuai dengan

penetapan hak akses terhadap Data Regsosek

14. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan dapat

mengakses dan memanfaatkan Data Regsosek melalui Sistem

Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu
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(Sepakat) yang dikelola oleh

Pembangunan Nasional/Badan

Nasional

Kementerian

Perencanaan

Perencanaan

Pembangunan

15. Dalam rangka mendukung pemanfaatan Data Regsosek, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasiona,l berkoordinasi dan bekerja sama dengan

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaksanakan penguatan

literasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah

desa/kelurahal.

16. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkan Data Regsosek

untuk mendapatkan informasi tentang data agregat terkait

kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui Sistem Sistem

Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu

(Sepakat) yang dikelola oleh Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembalgunan

Nasional.

17. Kementerian Perencanaan Pembalgunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional menentukan data agregat

yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

18. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

pengelolaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan Data Regsosek

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber

iain yang sah dan tidal mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

19. Permohonan hak akses Data Regsosek dilaksanakan sesuai

dengan Pedoman Permohonan Hak Akses dan Pemanfaatan Data

Registrasi Sosial Ekonomi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Surat Edaran ini.
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2O. Kebijakan teknis untuk melaksanakan lebih lanjut Surat Edaran

ini ditetapkan oieh Sekretaris Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan

Pembangunal Nasional.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2O23

MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL,ZZ

SUHARSO MONOARFA
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LAMPIRAN

SURAT EDARAN MENTERI PPN/ KEPALA

BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG PROSEDUR PENYEBARLUASAN

DAN PEMANFAATAN DATA REGISTRASI

SOSIAL EKONOMI

PEDOMAN PERMOHONAN HAK AKSES DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
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PEDOMAN PERMOHONAN HAK AI{SES DAT PEMAI{FAATAIT

DATA RTGISTRASI SOSIAL EKONOMI

I. PENJELASAN UMUM

1.1 Latar Belakaag

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan pelaksanaan perencanaan
pembangunan yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Penggunaan data dan informasi diperlukan untuk
memastikan kebija-kan dan program pemerintah sesuai dengan permasalahan
dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan data juga dapat
meningkatkan akurasi penargetan berbagai program pemerintah untuk
menghasilkan program yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Data Registrasi
Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan salah satu data sosia-l ekonomi seluruh
penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perenc€rnaan
dan pengarggaran berbasis bukti. Dengan demikian, kementerian/lembaga dan
pemerintah didorong untuk memanfaatkan Data Regsosek sebagai sumber data
dalam perencanaan penganggaran dan penyelenggaraan program.

Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo
juga menyampaikan urgensi pemanfaatan Data Regsosek dalam
penyelenggaraan program pemerintah, termasuk progr:rm-program
perlindungan sosial. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas basis
data penerima manfaat dan akurasi penyaluran progr€rm-program pemerintah.

Sesuai dengan ananat Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta kesepakatan Forum
Satu Data Indonesia tingkat Pusat pada bulan Mei 2023, Kementerian
PPN/Bappenas memiliki peran dan kewenangan sebagai pengelola Data
Regsosek dan bertanggung jawab untuk mendorong pemanfaatannya oleh
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan. Untuk mendukung
pemanfaatan Data Regsosek serta memastikan terlaksananya penyebarluasan
dan pemberian akses data yang terstandar, diperlukan penetapan Prosedur
Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi sebagai
panduan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan terkait ketentuan,
alur, dan prosedur untuk mengajukan permohonan hak akses dan pemanfaatan
Data Regsosek.



1.2 Definisi Data Regsosek

Data Regsosek adalah merupakal data sosial ekonomi selun_rh penduduk dan
memiliki peringkat kesejahteraan.

1.3 Jenis Data Regsosek

1.3.1 Data Agregat Regsosek

Data agregat Regsosek adalah hasil dari pengelompokan, penggabungan,
atau perhitungan dari data Regsosek tingkat individual atau keluarga
menjadi bentuk yang lebih umum atau ringkasan untuk tingkat nasional/
provinsi/ kabupaten/ kota.

Data Agregat Regsosek dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data agregat terbuka adalah data agregat Regsosek yang tersaji dalam
dasbor sepakat atau data agregat lain sampai pada Lingkat provinsi
yang tidak menimbulkan potensi terbukanya data pribadi yang
ditentukan oleh Pengelola Data Regsosek.

b. Data agregat terpilah adalah data agregat Regsosek untuk indikator-
indikator pada tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat administrasi
di bawalinya atau data agregat yalg dapat menimbulkan potensi
terbukanya data pribadi yang ditentukan oleh Pengelola Data Regsosek.

1.3.2 Data Mikro Regsosek

Data mikro Regsosek adalah data Regsosek tingkat individu atau keluarga
tanpa dilengkapi variabel terkait identitas (telah dilakukan de-identifrkasi)
untuk tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota. Variabel terkait
identitas termasuk namun tidak terbatas pada nama, Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat, dan koordinat geografis
tempat tinggal.

1.3.3 Data Bg Na,me Bg Address (BNBAI Regsosek

Data By Name Bg Address Regsosek adalah data Regsosek tingkat individu
atau keluarga dilengkapi dengan variabel terkait identitas untuk tingkat
nasional/provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan. Variabel terkait
identitas termasuk namun tidak terbatas pada nama, Nomor Induk
Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat, dan koordinat geografls
tempat tinggal.

1.4 Lisensi Data Regsosek

Lisensi Data Regsosek ada-la-l- izin yang diberikan oleh Pengelola Data Regsosek
kepada pengguna Data Regsosek dalam mempergunakan Data Regsosek dengan
jangka waktu dan persyaratal tertentu.



1.4. 1 Lisensi Data Agregat Regsosek

Lisensi data agregat Regsosek memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. data agregat Regsosek yanS diolah dapat dipublikasikan dan wajib

mencantumkan sumber data; darr
2- data agregat Regsosek tidak boleh diubah, diolah, diperdagangkan,

dan/atau ditukar untuk kepentingan komersial.

1.4.2 Lisensi Data Mikro Regsosek

Lisensi data mikro Regsosek memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. data mikro Regsosek tidak boleh dipublikasikan oleh pengguna data;
2. data mikro Regsosek yang diolah menjadi data agregat dapat

dipublikasikan dan wajib mencantumkan sumber data;
3. data mikro Regsosek tidak boleh diubah, diolah, diperdagangkan,

dan/atau ditukar untuk kepentingan komersial;
4. data mlkro Regsosek tida l< boleh diubah secara sepihak oleh pengguna

data tanpa melalui persetujuan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas;
dan

5. data Regsosek tidak boleh dibagipakaikan secara sepihak oleh
pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Produsen Data
Regsosek dan Walidata Regsosek.

1.4.3 Lisensi Data By Name By Ad.d.ress (BNBAI Regsosek

Lisensi data BNBA Regsosek memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. data BNBA Regsosek tidak boleh dipublikasikan oleh pengguna data;
2. data BNBA Regsosek yang diolah menjadi data agregat dapat

dipublikasikan seiama tidak mengandung informasi identitas dan wajib
mencantumkan sumber data;

3. data BNBA Regsosek tidak boleh diubah, diolah, diperdagangkan,
dan/atau dituka,r untuk kepentingan komersial;

4. data BNBA Regsosek tidak boleh diubah secara sepihak oleh pengguna
data tanpa melalui persetujuan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas;
dan

5. data BNBA Regsosek tidak boleh dibagipakaikaa secara sepihak oleh
pengguna kepada pihal ketiga tanpa persetujuan Produsen Data
Regsosek dan Walidata Regsosek.

1.5 Pemohon Data Regsosek

Pemohon Data Regsosek adalah pihak-pihak yang mengajukarl permohonan
hak akses data Regsosek bagi Pengguna Data Regsosek.

Yang dimaksud sebagai pemohon hak akses Data Regsosek adalah sebagai

berikut:



1. Menteri/Kepala Lembaga untuk pernohonan di tingkat pusat;
2. Gubernur untuk permohonan di tingkat pemerintah provinsi; dan
3. Bupati/Walikota untuk permohonan di tingkat pemerintah kabupaten/kota

dal pemerintah desa/kelurahal di bawahnya.

Stmktur koordinasi permohonan hak akses Data Regsosek dijelaskan sebagai
berikut:

1. Menteri/Kepala Lembaga mengoordinasikan permohonan hak akses Data
Regsosek bagi unit kerja di kementerian/lembaganya;

2- Gubernur mengoordinasikan permintaal hak akses bagi Gubernur dan
perangkat daerah sebagai unsrlr penyelenggara pemerintahan daerah
provinsi; dan

3. Bupati/Walikota mengoordinasikan permintaan hak akses bagi: (a)

Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan (b) Kepala Desa/Lura-h dan
perargkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.

Pemohon Data Regsosek menunjuk Narahubung dan Registrator permohonan
hak akses Data Regsosek dari unit kerja atau perangkat daerah sesuai dengan
kewenalgan dal ketentuan yang berlaku.

Pemohon Data Regsosek tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu
memastikan bahwa perangkat daerah maupun pemerintah desa/kelurahan
yang akan diajukan dalam permohonan hak akses Data Regsosek telah
memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

1.6 Pengguna Data Regsosek

Pengguna Data Regsosek adalah pihak-pihak yang memiliki hak akses dan
melakukan pemanfaatan Data Regsosek sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan yang ditetapkan oleh Pengelola Data Regsosek.

Pengguna Data Regsosek meliputi: pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi; pemerintah daerah kabupaten/kota; dan pemerintah desa/kelurahan.

Secara rinci, yang dimaksud dengal pengguna pada tingkat pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah
desa/kelurahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat meliputi: kementerian negara, lembaga pemerintah non
kementerian negara, lembaga negara, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga non-struktural.

2. Pemerintah daerah provinsi meliputi: Gubernur dan peralgkat daerah
setragai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

3. Pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi: Bupati/Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota.



4. Pemerintah desa/kelurahan meliputi: Kepa-la Desa/Lurah dan perangkat
desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa/kelurahal.

5. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkal Data Regsosek untuk
mendapatkan informasi tentang data agregat terbuka terkait kondisi sosial
ekonomi penduduk Indonesia melalui Sistem Sistem Perencanaan
Pembangr.rnan Berbasis Data Regsosek Terpadu (Sepakat) yang dikelola oleh
Kementerian Perencanaal Pembangunan Nasional/Badal Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Masing-masing pengguna Data Regsosek dengan hak akses Sepakat menunjuk
Operator Sepakat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

1.7 Tingkatan Hak Akses Data Regsosek

Tingkatan hak akses Data Regsosek merupakan klasifikasi hak akses Data
Regsosek berdasarkan sifat keterbukaan informasi dan persyaratan yang harus
dipenuhi oleh pemohon dan pengguna untuk mendapatkan hak akses tersebut.
Hak akses Data Regsosek terbagi menjadi 4 (empat)jenis tingkatan yang dimulai
dari tingkat 1 sebagai tingkatan terendah hingga tingkat 4 sebagai tingkatan
tertinggi yalg dijelaskan sebagai berikut:

1. hak akses tingkat I untuk pengguna data agregat terbuka pada Sepakat
atau melalui media terbuka lainnya;

2. hak akses tingkat 2 untuk pengguna hak akses data agregat terpilah dengan
penetapan aJ<ses pada Sepakat;

3. hak akses tingkat 3 untuk pengguna hak akses data mikro dengan
penetapan akses Sepakat; dan

4. hak akses tingkat 4 untuk pengguna hal< akses data bg name bg address
dengan penetapan akses pada Sepakat..

1.8 Kanal Pelayanan

Proses permintaan hak akses Data Regsosek diajukan melalui kalal pelaya-nan
melalui Dasbor Nasional Regsosek diakses pada: https: / / sepakat-
pdn.bar:penas. .id /ressosek/. Dasbor ini dapat digunakal untuk mengajukan
perrnohonan pembuatan akun Registrator, permohonan hak akses data
Regsosek melalui Sepakat dan/atau Fasilitas Pengolahan Data Regsosek
Terpadu, permohonan Fasilitasi Bimbingal Teknis, serta pengaduan dan
pelaporan.
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II. PELINDUNGAN DATA PRIBADI

2.1 Regsosek sebagai Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
mengatur bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang
teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi
dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau non-eiektronik.

Pelindungan Data Pribadi ada-lah keseluruhan upaya untuk melindungi Data
Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak
konstitusional subiek Data Pribadi.

Berdasarkan kriteria dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Regsosek mencakup data pribadi
yang antara lain meliputi data-data pribadi penduduk, seperti data nama
lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, againa, status perkawinan, data
arrak, data kesehatan, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang
dikombinasikan. Dengan demikian, pengelolaan Data Regsosek wajib mengikuti
ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini.

2.2 Ketentuan Pelindungan Data Pribadi

Selain memiliki cakupan data pribadi, pengelolaan Data Regsosek oleh seluruh
pihak perlu dilakukan karena mencakup kegiatan pemrosesan data pribadi di
dalamnya. Hal ini memperkuat perlunya upaya-upaya pelindungan data pribadi
yang tercakup dalam Data Regsosek. Sesuai dengan Undang-undang
Peiindungan Data Pribadi, pemrosesan yang dilakukan terhadap data meliputi:

1. pemerolehan dan pengumpulan;
2. perbaikan dan pembaruan;
3. pengolahan dan penganalisisan;
4. penampilan, pengumuman, pemindahan, penyebarluasan, pengungkapan;
5. penyimpalan; dan
6. penghapusan atau pemusnahan.

Secara spesifik terkait dengan Data Regsosek, kegiatan pemrosesan yang akan
dilakukal oleh seluruh pihak dalam proses penyebarluasan dan pemanfaatan
Data Regsosek meliputi aktivitas pengolahan, penganalisisan, penampilan,
pengumuman, pemindahan, penyebarluasan, dan pengungkapan. Lebih lanjut,
penyebarluasan dan pemanfaatan Data Regsosek juga terikat oleh ketentuan
lisensi Data Regsosek.

Prinsip-prinsip dari pelindungan Data Pribadi yang harus diterapkan dalam
penyebarluasal dan pemanfaatan Data Regsosek meliputi:

1. pemrosesan Data Regsosek dilakukal sesuai dengal tujuannya;
2. pemrosesan Data Regsosek dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data;



3. pemrosesan Data Retsosek dilakukan secara akurat, lengkap, tidak
menyesatkal, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

4. pemrosesan Data Regsosek dilakukan dengal melindungi keamanan Data
Regsosek dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah,
pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau
penghilangal Data Regsosek;

5. pemrosesan Data Regsosek dilakukal dengan memberitahukan tujuan dan
aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan data; dan

6. pemrosesan Data Regsosek dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat
dibuktikan secara jelas.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, Undang-undang tentang Pelindungan Data
Pribadi juga mengatur tentang penetapan petugas yang bertanggung jawab
untuk memastikan kepatuhan seluruh pengelola data. Petugas yang
menjalankan fungsi perlindungan data priLradi memiliki tugas diantaranya:

1. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengelola Data Pribadi
agar mematuhi ketentuan;

2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemndangan;
3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungal Data Pribadi

dal memantau kinerja Pengelola Data Pribadi; dal
4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan

dengan pemrosesan Data Pribadi.

III. ALUR DAN PROSEDUR PERMOHONAN HAK AKSES DATA REGSOSEK

Permohonan Hak Akses Data Regsosek dilakukan oleh Menteri/Pimpinal Lembaga,
Gubernur, atau Bupati/Walikota melalui Pemohon Data Regsosek yang telalr
ditunjuk dengan mengacu pada tingkatan hak akses. Dalam mengajukan
permohonan hak akses, pemohon harus memastikan calon pengguna Data
Regsosek telah memenuhi persyaratan untuk masing-masing tingkatan hak akses
sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Permohonan hak akses dapat dilakukan terhadap lebih dari satu tingkatan hak
akses. Pada kondisi dimana pemohon mengajukan lebih dari satu tingkatan
hak akses Data Regsosek, maka pemohon wajib mengikuti dan memenuhi
ketentuan dan persyaratan pada hak akses dengau tingkat yang paling tinggi.

Hak akses Data Regsosek dapat diberikan melalui sistem perencanaan,
penganggaran, analisis, pemantauan, dan evaluasi terpadu (Sepakat) atau melalui
Fasilitas pengolahan Data Regsosek terpadu yang dikelola oleh WaIi Data Regsosek.



Tabel 3.I Tabel Tingkatan Hak Akses Data Regsosek

*) berlaku untuk Pemeintah Daerah jika telah memiliki kelembagaan Fon)m So,h) Data

Hak akses Data Regsosek Tlngkatal 1 yang telah tersedia dalam Dasbor Nasional
Regsosek dapat diperoleh tanpa melalui proses permohonan. Hak akses Data

I(etentuan
Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4

Media
Akses

Sepakat pada
bagian layanan
Regsosek
dengan akses
publik terbuka.

1. Sepakat dengan
hak akses
khusus.
Membutuhkan
akun dan
aktivitas login;
atau

2. Fasilitas
pengolahan Data
Regsosek
terpadu

1. Sepakat dengan
hak alses
khusus.
Membutuhkan
akun dan
aktivitas login;
atau

2. Fasilitas
pengolahan Data
Regsosek
terpadu

Mekanisme Tidak perlu
pengajuan
permohonal
hak akses.

Perlu pengajuan
permohonan hak
al<ses.

Perlu pengajuar-r
permohonan hak
akses.

Perlu pengajuarr
permohonan ha1<
al<ses.

Persyaratan Tanpa
persyaratar-I

Kapasitas:
1. Lulus pelatihan

SEPAKAT
2. Mampu

melakukal
pengolahan
data

Administrasi:
1 . Surat tugas
2. Surat

permohonan
3. KAK
4. SK Pengelola

akun
5. SK Penetapan

Forum Satu
Data

6. PKS

Kapasitas:
1. Lulus pelatihan

SEPAKAT
2, Mampu

melakukan
pengolahan data

Administrasi:
1. Surat tugas
2. Surat

permohonan
3. KAK
4. SK Pengelola

akun
5. SK Penetapan

Forum Satu
Data

6. PKS dan NDA
(untuk Sepa-l<at).

7. Surat
Pernyataan
(untuk Fasilitas
pengolahan Data
Regsosek
terpadu).

Kapasltas:
l. Lulus pelatihan

SEPAKAT
2.Mampu

melakukan
pengolahan data

Adrninistrasi:
1. Surat tugas
2. Surat

permohonarr
3. KAK
4. SK Pengelola

akun
5. SK Penetapan

Forum Satu
Data

6. PKS dan NDA
(untuk Sepakat).

7. Surat
Pernyataan
(untuk Fasilitas
pengolahan
Data Regsosek
terpadu).

Tingkatan Hak Akses Data Regsosek

1. Sepakat dengan
hak akses
khusus.
Membutuhkan
akun dal
aktivitas login;
atau

2. Fasilitas
pengolahan
Data Regsosek
terpadu



Regsosek Tingkatan 1 yang belum tersedia da.larn Dasbor Nasiona-1 Regsosek dapat
dlakses dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon melakukan pernohonan akses Data Agregat Regsosek Terbuka yang
belum tersedia di dalam Dasbor Nasional Regsosek mela.lui surat permohonarr
yang ditujukar kepada Deputi Kependudukan dan Ketenagale{aan C.q.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan
kepada Pemohon melalui surat dari Direktur Penanggulalgan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat atau melalui Sepakat. Pengelola Data Regsosek
memiliki kewenalgan untuk menentukan bentuk akses yang diberikan kepada
Pemohon.

Sedangkan untuk hak akses Data Regsosek Tingkatan 2, 3, dan 4 hanya dapat
diperoleh melalui proses permohonan. Dalam mengidentifikasi kebutuhal hak
akses Data Regsosek, pemohon melakukan langkah-langkah berilmt (lihat Gambar
3.1):

1. mengkaji tujuan dan kebutuhal pemanfaatan Data Regsosek yang dapat
dipenuhi dengan data agregat terpilah, data mikro, atau data by name bg
address;

2. mengidentifikasi dan menyiapkan kelengkapan sarana prasa-rarla/media akses
yang dibutuhkan untuk pemanfaatan Regsosek; dan

3. menentukan jangka waktu yang dibutuhkal dalam pemanfaatan Regsosek
untuk satu waktu tertentu atau berkelanjutan dengan jangka wal<tu yarrg
ditentukan.

Untuk mendukung proses identifikasi kebutuhan serta tujuan penggunaal hak
akses Data Regsosek, Pemohon dapat mengacu pada identifikasi awal terkait
dukungal Data Regsosek untuk pencapaian target Prioritas Nasional dan
penyelenggaraan program oleh Kementerian/t embaga (lihat lampiran 2 darr 3).
Selain mengacu pada identifikasi ini, Pemohon dari Kementerian/Lembaga,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah
desa/kelurahan dapat mengacu pada peraturan perundangan atau kebijakal yang
berlaku dalam menyusun rencana penggunazrn Data Regsosek.
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Gambar 3.1 Alur dan Prosedur Permohonan Hak Akses Data Regsosek

Setelah melakukan identifikasi kebutuhan data Regsosek, Kementerian/ l*lrrbaga/
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten f kota, dal pemerintah
desa/kelurahan dapat melakukan proses permohonan hak akses data Regsosek
yang akal dilanjutkan dengan proses verifikasi dan pemberian hak akses oleh
Produsen Data Regsosek dan Walidata Regsosek. Pengajuan permohonan hak akses
dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan seLragai berikut:

1. Menteri atau pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan
Bupati/Walikota, yang da-Iam hal ini merupalan Pemohon Hak Akses Data
Regsosek (selanjutnya disebut Pemohon), mengajukan permohonan hak akses
Data Regsosek kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badal Perencanaan Pembangunan Nasional C.q Deputi Bidang Kependudukan
dan Ketenagakerj aan.

2. Menteri Perencanaan Pembangunar Nasional/Kepala Badan Perencalaarr
Pembalgunan Nasional menentukal dan memberikan hal< akses Data Regsosek
kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan.

aai,l



Permohonan hak akses data Regsosek ini dilengkapi dengan beberapa persyaratan
sesuai alur pernohonan yang dijelaskan lebih lanjut pada sub bagian 3.1. dan
3.2.

Selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional mendelegasikan proses verifikasi dan
pemberian hak akses Data Regsosek kepada Produsen Data Regsosek dan Walidata
Regsosek sesuai dengal alur sebagai berikut:

1. Menteri Perencanaan Pembangunal Nasional/Kepala Badan Perencalaan
Pembangr-rnan Nasional mendelegasikan penentuan dan pemberian hak akses
Data Regsosek kepada Produsen Data Regsosek.

2. Produsen Data Regsosek mengoordinasikan proses verifikasi, penentuan, dan
pemberian hak akses Data Regsosek dengan Walidata Regsosek dan Direktur
sektor/daerah pengampu sesuai dengan kewenangannya.

3. Direktur pengampu sektor/daerah terkait di Kementerian Perencalaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
memberikan rekomendasi kepada Produsen Data Regsosek terkait dengan
permintaan data dari Kementerial/ Lembaga/pemerintah daerah
provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan.
Rekomendasi yang diberikal terkait kesesuaian peruntukan Data Regsosek
yang diajukan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Pemohon Hak
Akses Data Regsosek.

4. Dengan mempertimbangkal rekomendasi dari Direktur pengampu sektor di
Bappenas, Produsen Data Regsosek menetapkan Hak Akses Data Regsosek bagi
Pemohon.

5. Dalam ha1 Produsen Data Regsosek menyetujui permintaan hak akses
Pemohon, Pemohon melengkapi persyaratan berupa dokumen Perjanjian Kerja
Sama dan Non-Di.sclosure Agreement yar.g telah ditandatangani oleh Pemohon.
Informasi lebih lanjut mengenai persyarata! dijabarkan pada sub bagian 3.2.

6. Setelah Pemohon melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukal, maka:
a. Status Pemohon Hak Akses Data Regsosek berubah menjadi Pengguna

Data Regsosek;
Lr. Produsen Data Regsosek menyampaikan akses Data Regsosek melalui

Sepakat kepada Pengguna Data Regsosek;
c. Produsen Data Regsosek menyampaikal akses untuk Fasilitas

Pengolahan Data Regsosek Terpadu kepada Pengguna Data Regsosek dan
Wa-lidata Regsosek menfasilitasi pengolahan data Regsosek oleh
Pengguna Data Regsosek sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

3.1 Akses Data Agregat Terbuka Regsosek

3. 1. 1 Pengguna Data

Data agregat terbuka Regsosek dapat diakses oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
pemerintah desa/ kelurahal, dan pemangku kepentingan lainnya.



Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, pemerinta} desa/kelurahal, dal pemangku kepentingan
lainnya dapat mengakses data agregat terbuka Regsosek melalui Dasbor
Nasional Regsosek: htt S: SC akat- dn. ba .id IC osekS.

Dashboard Nasionat REG
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Gambar 3.2 Dasbor Nasional Regsosek untuk Mengakses Data Agregat
Terbuka

Dasbor Nasional Regsosek adaiah aplikasi berbasis uebsite yar,g
menyediakan data agregat terbuka Regsosek dan memfasilitasi proses
pelayarian permohonan hak akses Data Regsosek, permohonan fasilitasi
bimbingan teknis, serta pelaporan dan pengaduan.

Dasbor Nasional Regsosek merupakan salah satu menu dalam Sepakat
yalg aksesnya bersifat publik dan memiliki ekosistem yang sarna dengan
Sepakat.

Apabila data agregat terbuka Regsosek pada Dasbor Nasional Regsosek
belum memenuhi kebutuhan pengguna, maka pengguna pemerintah pusat
darl daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah
desa/kelurahan dapat mengajukan permohonan hak akses data agregat
terpilah, data mikro, serta data BNBA Regsosek dengari media akses
Sepakat dan/atau Fasilitas Pengolahal Data Regsosek Terpadu.

;l

3.1.2 Media Akses
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3.2 llek Akses Data Agregat Terpilah, Data Mikro, dan Data Bg N(Ime Bg
Address Regsosek

3.2.1 Pengguna Data

Pengguna data untuk data agregat terpilah, data mikro, dan data BNBA
Regsosek ditentukan sebagai berikut:

1. Data agregat terpilah dan data mikro Regsosek dapat diakses oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan.

2. Data BNBA Regsosek hanya dapat diakses oleh pemerintah pusat dan
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah
desa/kelurahan yang bertanggung jawab melaksanakal perencanaan
penganggaran serta penyelenggaraan program pemerintah yang
ditujukan untuk:
a. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan neg€rra;
b. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem

pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; dan
c. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

3.2.2 Media Akses

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu
(Sepakat)

Sepakat merupakan aplikasl berbasis web untuk memfasilitasi
penyampaian hak akses data agregat terpilah, data mikro, dan data
BNBA Regsosek dari Walidata kepada Pengguna Data Regsosek.
Pengguna dapat memanfaatkan langsung Data Regsosek pada aplikasi
Sepakat untuk melakukan analisis, perencanazrn, pengangga-ran,
monitoring, dan evaluasi.

Hak akses Data Regsosek melalui Sepakat ditujukan untuk
pemanfaatan secara berkelanjutan sesuai dengan jangka waktu yalg
diberikan oieh Pengelola Data Regsosek.

Pengguna hak akses Data Regsosek yang telah mendapatkal akses dan
akun pada media akses Sepakat memiliki hak untuk mendapatkan
akses terhadap Fasilitas Pengolahan Data Regsosek Terpadu dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pengguna hak akses Data Agregat dal Data Mikro melalui
Sepakat memiliki hak untuk mendapatkan layalan pengolahan
Data Agregat Terbuka dan Data Agregat Terpilah pada Fasilitas
Pengolahan Data Regsosek Terpadu; dan

b. Pengguna hak akses BNBA melalui Sepakat memiliki hak untuk
mengajukan permohonan pemadanan data sektoral dengan Data
Regsosek. Mekanisme pengajuan permohonan pemadanan data
sektoral dengal Data Regsosek akan diatur kemudiarl.



Sepakat dapat diakses pada tautan berikut: https: / /sepakat-
pdn.bappenas.qo.id /.

2. Fasilitas Pengolahan Data Regsosek Terpadu

Fasilitas Pengolahan Data Regsosek Terpadu memungkinkan pengguna
untuk mengakses Data Regsosek dan melakukal pengolahan di tempat
dengan menggunakan sarana prasarana yang disediakan oleh Produsen
Data Regsosek dan Walidata Regsosek.

Pemohon perlu mempersiapkal aspek teknis seperli tenaga
pengolah/analis data serta perangkat penunjang yang dapat
mendukung pemohon untuk bekerja dengan sarana prasarana yang
telah disediakan oleh Produsen Data Regsosek dan Walidata Regsosek.

Pemohon yang bermalsud melakukan pemadanan dengan data
Regsosek, harrs mempersiapkan data yang al<art dipadankan.

Akses Data Regsosek dengan Fasilitas Pengolahan Data Regsosek
Terpadu ditujukan untuk pemanfaatan pada satu waktu tertentu.

Fasilitas Pengolahan Data Regsosek Terpadu berlokasi di Menara
Bappenas, J1. HR. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 72920 pada waktu yang
ditentukan oleh Pengelola Data Regsosek.

3.2.3 Lingkup Hak Akses Pengguna

Data Regsosek berdasarkan cakupan wilayah administratif dapat diakses
oleh pengguna sesuai dengan kewenangan berikut:

1. pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dapat mengakses Data
Regsosek pada lingkup
nasional/ provinsi / kabupaten / kota/ desa/ kelurahan ;

2. pemerintah provinsi dapat mengalses Data Regsosek pada lingkup
provinsinya dan tingkatan di bawahnya pada level
kabupaten / kota/ desa/ kelurahan;

3. pemerinta-h kabupaten/kota dapat mengakses Data Regsosek pada
lingkup kabupaten/kotanya darl tingkatan di bawahnya pada 1evel

desa/kelurahan; dan
4. pemerintah desa/kelurahan dapat mengakses Data Regsosek pada

lingkup desa/ keiurahannya.

3.2.4 Alur Permohonan Hak Akses

Alur permohonan hak akses untuk Data Agregat Terpilah, Data Mikro, dan
Data Bg Name Bg Address Regsosek meliputi:



1. Pemohon bersurat secara resmi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas
perihal permohonan hak akses Data Regsosek;

2. Pemohon mendelegasikan pejabat dengal kriteria sesuai ketentuan
sebagai narahubung yang memiliki peran dalam mengoordinasikan
pemanfaatal Data Regsosek di Kementerian/Lembaga/pemerintah
daerah;

3. Pejabat yang didelegasikan sebagai narahubung pemanfaatan Data
Regsosek menugaskan pejabat di bawahnya sebagai registrator akun
pada Dasbor Nasional Regsosek;

4. Registrator melakukan registrasi akun pada Dasbor Nasional Regsosek
dengan tahapan setragai berikut:

a. registrator melakukan pendaftaran akun pada Dasbor Nasional
Regsosek disertai dengan kelengkapan persyaratan yang
ditentukan; dan

b. setelah mendapatkan akun Dasbor Nasional Regsosek,
registrator meiakukan pendaftaran akun Sepakat untuk calon
operator/pengguna Data Regsosek. Akun Sepakat diberikan
kepada pimpinan unit eselon 2 Kementerian f Lembagq pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah, dan
pimpinal desa/kelurahan;

5. Pengelola Data Regsosek menilai kelengkapan dan kesesuaian
permohonal hak al<ses Data Regsosek dengan kewenangannya.
Penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Verifikator Teknis melakukal penilaian kelengkapan
persyaratan administrasi permohonan;

b. Verifikator Substansi melakukan penelaahan permohonan hak
a,kses terkait dengan kewenangan akses data dan kesesuaian
tujuan pemanfaatan dengan tugas fungsinya; dan

c. memberikal persetujuan atas permohonan hak akses data
Regsosek;

Pengelola Data Regsosek berhak mengkonfirmasi kebutuhan
pemanfaatan Data Regsosek yang diajukan oleh pemohon melalui
media luring maupun daring;

6. Pemohon dan Pengelola Data Regsosek membahas dal menyepakati
Pe{anjian Kerja Sama dan Pe4'anjial Kerahasiaan/ lVon disclosure
Agreement (NDA); dan

7. Pengelola Data Regsosek melalui Operator Akun Sepakat
menyampaikan hak akses Data Regsosek.



3.2.5 Ketentuan dan Persyaratan

Ketentuan dan Umum

Untuk d.ipenuhi oleh pemohon so,at m,elakukan registrasi akun pada
Dasbor N asional Reglsosek.

Surat Tugas Registrator Permohonan Hak Akses Data Regsosek

a) Surat tugas menerangkan pejabat yang ditunjuk oleh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan
registrasi akun pada Dasbor Nasional Regsosek dal bertanggung
jawab atas proses teknis permohonal hak akses Data Regsosek.

b) Pejabat yang ditunjuk sebagai registrator dan penanggung jawab
proses teknis permohonan hak akses Data Regsosek memiliki
kriteria sebagai berikut :

kerja yang melaksanakan fungsi sebagai walidata di
kementerian/lembaga untuk pemohon di tingkat pusat.

perencanaan dalam badan yang mela-ksanakan tugas
pemerintahan di bidalg perencanaan pembangunan daerah
untuk pemohon di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

c) Pemohon melengkapi data diri pejabat yang ditugaskan
kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pastikan data diri
pejabat yalg ditunjuk sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
pejabat terkait.

d) Surat ditandatalgani oleh:

pusat.

bidang perencanaan pembangunan daerah untuk pemohon
di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

e) Akun yang didapatkan untuk mengakses Dasbor Nasional
Regsosek bersifat tunggal dan hanya akan diberikan satu kali
untuk kementerian/1embaga, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten / kota.

f) Akun pelayanan Regsosek dapat digunakan untuk melakukan
perrnohonan hal< akses Data Regsosek, perubahan permohonan
hak akses (penambahan unit kerja/OPD/wilayah), permohonan
fasilitasi bimbingan teknis, serta pelaporan dal pengaduan
secara terpadu dalam satu pintu untuk setiap
kementerial/1embaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.



g) Pada kondisi terjadi perubahan pejabat/petugas pemegang akun
pelayalan Regsosek, maka kementerian/lembaga, pemerlntah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib membuat Surat
Tugas baru serta melakukal pembaman data diri pejabat
pemegang akun pada Dasbor Nasiona-l Regsosek.

Untuk dipenuhi oleh pemohon d.engan pengajuan media akses
Sepakat d.adatou Fasilitas Pengolahan Data Regsosek Terpadu.

1. Surat Permohonan Hak Akses Data Regsosek

a) Surat ditujukan kepada Menteri PPN/KepaJa Bappenas
C.q kepada:

Ditembuskan kepada:

Masyarakat

Pembangunan

b) Pemohon melengkapi keterangal cakupan wilayah dal media
akses Data Regsosek.

c) Pemohon melengkapi data diri pejabat berwenang sebagai
berikut:

Tlngkat Pusat

koordinasi proses permohonal hak akses Data Regsosek.

Tingkat Daerah

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan daerah) selaku narahubung pertama dalam
koordinasi penyelenggaraan pemanfaatan Data Regsosek di
tingkat provinsi/ kabupaten/kota.

Pada kondisi belum memiliki kelembagaan Forum Satu Data
Daerah, maka dapat diisi dengan pejabat yang telah ditetapkan
untuk menjalankan fungsi-fungsi Satu Data di daerah.

d) Surat ditandatangani oleh:

dan mencakup pemerintah desa/kelurahan di bawahnya.



e) Surat da-1am bentuk cetak dikirimkan kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas bertempat di Jalan Taman Suropati
Nomor 2, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta hrsat, Provinsi DKI
Jakarta 10310.

f) Surat da-1am bentuk salinan digital diunggah pada Dasbor
Nasiona-1 Regsosek.

2. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

KAK menjelaskal rencana pemanfaatan Data Regsosek sebagai
pertimbangan Produsen Data Regsosek dan Walidata Regsosek
dalam memberikan hak akses. Komponen daLam KAK meliputi:

a) Latar bela-kang kebutuhan pemanfaatan Data Regsosek;
b) Tujuan pemanfaatan Data Regsosek;
c) Identifikasi kebutuhan hak akses dan media akses untuk setiap

instansi/lemba ga / d,aer ah ;
d) Data diri operator pengelola akun Sepakat untuk setiap

instansi / lemba ga / daer ah;
e) Kelembagaan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah;
f) Rencana dukungan penyampaian data balikan dan

pemutakhiran Data Regsosek.

Persgaratan tambahan untuk dipenuhi oleh pemohon dzngan
pengajuan media akses Sepakat.

a. Kelembagaan Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pemerintah daerah disyaratkan memiliki kelembagaan Forum Satu
Data untuk mendukung penyelenggaraan Regsosek di daerah yang
dapat dibuktikal dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada kondisi belum memiliki Forum Satu Data, maka Data Regsosek
yang diberikan hanya dapat diakses selama 6 bulan.

Jika dalam jalgka waktu 6 bu1an, pemohon sudah menetapkan Forum
Satu Data tingkat daerah maka jangka waktu hak akses Data Regsosek
dapat diperpanjang.

Jika melebihi jangka waktu 6 buian pengguna belum menetapkan
Forum Sahr Data tingkat daerah, maka hak akses Data Regsosek akan
ditutup hingga persyaratan dipenuhi.

b. Kapasitas Memanfaatkan Data Regsosek

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat
provinsi/kabupaten/kota hingga pemerintah desa/kelurahan

Ketentuan dan Persvaratan Khusus



dihamskal mengikuti kegiatan diseminasi pemanfaatan Regsosek dan
memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan.

Untuk pendalaman pemahaman pengguna Data Regsosek dengan
media akses Sepakat, maka dapat melakukan permohonan pelatihan
secara paralel dengan proses permohonan hak akses Data Regsosek.

c. Dokumen Administrasi

l. Surat Keputusan Penetapan Operator Pengelola Akun Sepakat

a) Sekretaris Menteri/ Sekretaris Utama atau Sekretaris Jenderal
atau Sekretaris Daerah menetapkan pejabat yang akan menjadi
operator pengelola akun Sepakat pada setiap unit kerja di tingkat
kementerian/lembaga maupun OPD dan pemerintah
desa/kelurahan di tingkat daerah.

b) Pejabat yang ditetapkan sebagai operator pengelola akun
Sepakat adalah sebagai berikut:

provinsi / kabupaten / kota;

c) Pejabat yang ditetapkan sebagai operator pengelola akun
Sepakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamalan
pemalfaatan akun Sepakat dari pihak ketiga.

d) Surat Keputusan Penetapan Operator Pengelola Akun Sepakat
ditandatangani oleh:

Jenderal untuk tingkat kementerial/lembaga.

e) Pejabat yang ditetapkan sebagai operator pengelola a-kun
Sepakat disertakan informasi data dirinya pada dokumen KAK
Pemanfaatan Sepakat.

f) Apabila terdapat perubahan pada pejabat yang ditetapkan
sebagai operator pengelola akun Sepakat, maka wajib
melakukan penetapan ulang melalui Surat Keputusan darr

mengunggah pada Dasbor Nasional Regsosek.

Dokumen administrasi yang wajib dipenuhi apabila permohonan
telah diverifrkasi dau disetujui untuk diproses:



2. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

a) PKS dibuat untuk mengatur kewajitral dan hak dalam
pemalfaatan Data Regsosek antara perwalilan Kementerian
PPN/Bappenas sebagai Pihak Kesatu dan perwakilan
kementerian/lembaga/pemerintah daera-h sebagai Pihak Kedua.

b) PKS ditandatangani oleh:

Pihak Kesatu

pemohon di Kementerian /I*rr.baga dan pemerintah daerah
provinsi.

Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas selaku Produsen
Data Regsosek atau Kepala Pusat Data dal Informasi
Perencalaan Pembangunan untuk pemohon di tingkat
kabupaten/kota dan mencakup pemerintah desa/kelurahan
di bawahnya.

Pihak Kedua

tingkat pusat.

kabupaten/kota dan mencakup pemerintah desa/kelurahan
di bawahnya.

3. .lVon-Disclo sure Agreement (NDA) | Perjanjian Kerahasiaan

a) NDA dibuat untuk mengatur kewajiba-n pengguna dalam
menjaga kerahasiaan Data Regsosek.

b) NDA ditardatangani oleh:

Pihak Kesatu

pemohon di tingkat pusat dan provinsi.

Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas selaku Produsen
Data Regsosek untuk pemohon di tingkat kabupaten/kota
dan mencakup pemerintah desa/kelurahan di bawahnya.

Pihak Kedua

Jenderal untuk pemohon di tingkat pusat.



Sekretaris Daerah untuk pemohon di tingkat
kabupaten/kota dart mencakup pemerintah desa/kelurahan
di bawahnya.

3.3.5 Langkah Teknis Melakukan Permohonan Hak Akses Data Regsosek

1) Alur Permohonan Hak Akses Data Regsosek
Alur permohonan hak akses Data Regsosek diawali dengan tahap
administrasi. Pada tahap ini pemohon harus mengisi serta mengunggah
dokumen-dokumen persyaratan. Selaljutnya dokumen diverifikasi
untuk memastikan kesesuaian dan keabsahannya. Dokumen ya-ng
terverifikasi akan menjadi dasar Produsen Data Regsosek dan Walidata
Regsosek dalam menentukan dal menyetujui hak akses yang diajukan
pemohon.

2) Prosedur Permohonan Hak Akses Data Regsosek:
a. Tahap 1 - Pengajuan Permohonan Hak Akses

Tahap pengajuan permohonan hak akses meliputi pembuatal
akun layalan dal pengajuan permohonan hak akses data.
Pemohon mempersiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan
dalam proses permohonan hak akses Data Regsosek.

1. Pembuatan Akun Layanan
Pemohon melakukan registrasi akun layanan dengan langkah-
langkah berikut:
'1. Buka laman situs https: / / sepakat-

pdn.bappenas. go.id/regsosek/.
2. I41k tombol "Permintaan Akses Regsosek"
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3. Klik tombol uDaftar" untuk rnernbuat

/t o.o

REG

5. Pilih asal instansi dan unit kerja Anda sebagai Registrator
Jika isian sudah sesuai, klik "Lanjutkal".

4. Pilih kategori pemohon meliput pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. l,alu
pilih nama kementerian/lembaga untuk pemerintah pusat
atau pilih nalna provinsi/kabupaten/kota untuk
pemerintah daerah. Jika isian sudah sesuai, klik
"Lanjutkan".

hronnaC Pemohon
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6. Isikan data diri Registrator dengan lengkap.

7. Buat userrlame dan kata sandi untuk akun layanan sesuai
dengan instruksi yang tertera. Kemudian, unggah KTP dan
Surat Tugas Registrator.
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Perhatikan!
Identitas KTP orang yang melakukan registrasi akun harus
sesuai dengan identitas yang tercantum pada Surat Tugas
Registrator Permohonal Hak Akses Data Regsosek.

8. Isikan captcha. Kemudian klik "Saya memahami
persyaratan dan ketentuan" pastikal Anda memahami
persyaratan dan ketentual yang berlaku dalam pengajuan
permohonal hak akses Data Regsosek. Pastikan isian data
benar dan sesuai, la1u klik "Lanjutkan".

F REG

1r4@
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9. Pastikan Anda telah membaca syarat dan ketentuan serta

mengecek ulang isian data dukung sebelum menyimpan
data.

Fro Pembuatan Akun Layanan
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10.Anda akan mendapatkan surat elektronik yang
menginformasikan "Proses Pembukaal Akun Layanal
Regsosek".
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11. Apabila permohonan pembuatan akun layanan Regsosek
Anda telah disetujui, Anda akan mendapatkan email
pemberitahuan. Gunakan link OTP "Klik Disini" untuk
mengakses akun layanan Regsosek.
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12. Isikal kode OTP sesuai informasi yang tertera pada email.
Lalu klik "Kirim OTP".



-

13.Anda akan diarahkan pada ha,laman untuk login. Isikan
userrlame d,an possu-.tord akun layanan Anda. Kemudian
klik tombol "Masuk".

Masu k

siF

715258

2. Pengajuan Permohoaan Hak Akses Data Regsosek
Untuk melakukan pengajuan permohonan hak akses Data
Regsosek, maka lakukan langkah berikut:
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1. Tampilan halamal untuk mengajukan hak akses Data
Regsosek.
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2. Pilih menu "Pengajuan Permintaan Hak Akses". Kemudian
unggah dokumen persyaratan. Klik "Lanjutkan".

3. Isikan data identifikasi kebutuhan hak akses Data Regsosek
untuk masing-masing calon pengguna. Klik "Tambah Data''.
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Perhatikan!
Pastikan data identifikasi kebutuhan hak akses yang
diisikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan
Pemanfaatal Data Regsosek.

4. Apabila semua data calon pengguna telah diisikan,
selanjutkan klik "Simpan".
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5. Anda dapat melihat proses permohonal hak akses Data
Regsosek dengan klik "Lihat".
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6. Permohonal hak akses Data Regsosek Anda telah diajukan
kepada Pengelola Data Regsosek.

b. Tahap 2 - Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
Pengelola Data Regsosek melakukan pemeriksaan kelengkapan
dal kesesuaian dokumen persyaratan. Apabila belum memenuhi
ketentuan, pemohon akan mendapatkan surat elektronik
pemberitahuan bahwa "Data Belum Sesuai".
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Apabila dokumen sudah memenuhi ketentuan, pemohon dapat
mengecek progres dokumen telah diverifrkasi pada akun layanan
pemohon.
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c. Tahap 3 - Verifikasi dan Asesmer Permohonan oleh Bappenas
Tahapan ini dilakukan dengan alur sebagaimana tergambarkan
dalam Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Alur Verifikasi Permoho:ran dan Pemberian Hak Akses
Data Regsosek

Setelah Pemohon, melalui registrator melakukan proses pada
Tahap 1 dan Tahap 2, Pengelola Data Regsosek bersama dengan
direktorat pengampu sektor akan mela.lmkan verifikasi dan
penilaian/asesmen terhadap permohonan hak akses yang
disampaikan oleh Kementerian/ t embaga/ pemerintah daerah
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provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah
desa/kelurahan.

Asesmen dilalmkan utamanya unftrk menetapkal kesesuaiaa
tingkatan hak akses yang diminta oleh Pemohon dengan
kewenangan administrasi serta tugas, fungsi, dan kewenargannya
dalam pengelolaal substansi. Proses ini dilakukan secara internal
di Bappenas.

Pengelola Data Regsosek memiliki kewenangal untuk berdiskusi
dan mengkonfirmasi kebutuhan hak akses Data Regsosek dengan
para calon pengguna baik melalui media luring maupun daring.

Apabila permohonan hak akses telah disetujui, Pemohon akal
mendapatkan surat elektronik berisi pemberitahuan bahwa hak
akses Dala Regsosek diserujui.

Permohonan Hak Akses Data Regsosek - DISETUJUI 6Z

1r A

8.reE u.r oLl,tq* n *a n-rriuier&t! !.rx. D.ngry,en !€.nolt. h.t L- D.t R.o.@r u$*
F.@nl.n P6i.i 

'rl9 
B.r.&Du q*a LLi d..t*l

S.5.!a L,Erd dr$rrF. lstri REn rtu*.n B$*nnJ vdtl,rry@n !.4.,t'n rf,iqrE.Ln p..F.riar r€.cE.L&
unhlt lrbrx.i LBr Lqd rl.n rbd ieFD p.ay&M Fr.qEa ll.$oot .Lbi 6u( L t!..!q L.ylh R.$or
Erda.M,r.!

D..rEr PrrE@tF r(anaxEd FEEor.- l@*c
xdEann t+l{n*ss

,xRnr.Es.ic.x!ha-r(I{

Permohonan hak akses yang telah disetujui oleh Pengelola Data
Regsosek akan diteruskan ke tahap pemrosesan PKS dan NDA.
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d. Tahap 4 - Pemrosesan PKS dan NDA
Pemohon mengunduh template PKS dan NDA yang terdapat di
Dasbor Nasional Regsosek melalui tautan
httos: / /link.baDpenas. go .id /PKS&NDA-Res1. Kemudian,
pemohon melakukan pengkajian substansi pada PKS dan NDA
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Apabila pemohon menyetujui substansi yang tertulis pada PKS
dal NDA, maka pemohon dapat menandatangani dokurnen
tersebut. PKS dan NDA ditandatangani secara elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
Selanjutnya, PKS dan NDA diunggah dalam Dasbor Nasional
Regsosek,

Dalam hal pemohon tidak memiliki tanda tangan elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN,
pemohon dapat memberikan tanda tangan basah dengan
mekanisme sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan permintaan pencetakan PKS dan
NDA kepada pengelola data Regsosek dengal melampirkan
informasi alamat pengiriman dokumen;

2. Pengelola data Regsosek mengoordinasikan pencetakan dan
pengiriman PKS dan NDA;

3. Pemohon menandatangani PKS dan NDA;
4. Pemohon mengunggah copy PKS dan NDA yang sudah

ditandatangani ke dalam Dasbor Nasional Regsosek dan
mengirimkan dokumen asli PKS dan NDA kepada:
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas selaku Produsen
Data dengan alamat Menara Bappenas, Jl. HR. Rasuna
Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakafia 72920.

Pada kasus di mana pemohon memiliki kebutuhan bersifat penting
yang belum terakomodasi dalam template PKS & NDA yang
tersedia, maka dapat mengr:sulkan perubahan/penambahan
substansi PKS & NDA dengan persetujuan Pengelola Data
Regsosek.

Salinan PKS dan NDA yang telah ditandatanga-ni oleh pihak
pertama dan pihak kedua dapat didownload oleh pemohon melalui
akun layanan pemohon.
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e, Tahap 5 - Penyiapan Hak Akses Data Regsosek
Pengelola Data Regsosek menyiapkan hak akses Data Regsosek
sesuai dengan penetapan hak akses yang telah disetujui bersama
oleh Pengelola Data Regsosek dan pemohon.

Khusus untuk permohonan akses Fasilitas Pengolahan Data
Regsosek Terpadu akan memerlukan koordinasi lanjutan untuk
mendetailkal teknis persiapal dan ketentuan penggunaan
fasilitas sesuai dengan ketetapan dari Pengelola Data Regsosek.

f. Tahap 6 - Penyampaian Hak Akses Data Regsosek
Penyampaian data kepada pemohon dilakukan dalam bentuk:
a. Nomor kontak PIC teknis untuk akses Fasilitas Pengoiahan

Data Regsosek Terpadu; dan
b. Nama pengguna lusername) dan kata sandi (passu,rord) untuk

hak akses Data Regsosek dengan Sepakat.

Pemohon dapat melihat informasi hak akses pada akun layanan
pemohon untuk kemudian didistribusikan kepada para pengguna
hak akses Data Regsosek lainnya.
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IV. ALUR DAN PROSEDUR FASILITASI BIMBINGAN TEXNIS

Pernenuhan persyaratan
administrasi

Gambar 4.1 Alur dan Prosedur Permohonan Fasilitasi Bimbilxgatr Teknis

4.1 Mekanisme Fasilitasi Bimbingan Teknis

Fasilitasi bimbingan teknis dapat dilakukan secara luring atau daring sesuai
kebutuhan pemohon dan ketersediaan jadwal dari Pengelola Data Regsosek.

Pembiayaan pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis ditanggung oleh pihak
pemohon. Pemohon menyesuaikan alokasi anggaran dengan kemampuan
pembiayaan daerah.

4. 1.1 Fasilitasi Pelatihan

Pelatihan terdiri dari keias kabupaten/kota, desa, dan kelurahan dengal
materi dan kurikulum yang menyesuaikal kewenangan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pelatihan kelas kabupaten/kota dapat dihadiri oleh perwakilan OPD
seperti Badan Perencanaan Pembalgunan Daerah (Bappeda), Dinas
Pemberdayaan Masyarakat (DPMD), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Koperasi dan UMKM

Registrasi akun

Konsultasi

Perni.taan Fasilitasi

Bimbingrn Telmis

Penentuanjadwal
bi n teknis

bimbin teknis
Penentuan mekanisme
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tan

Eimbi
n Fasilitasi

Teknis

Sele5ai

Pelatihan
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(Diskopumkm), BPS, dan sebagainya, termasuk perwakilan kecamaten.
OPD dapat rnemrgaskan staf berkompeten yang membidangi urusan
perenc€rnaan penganggaran dan/atau tim teknis IT/Operator untuk
menjadi peserta pelatihan.

Pelatihan kelas desa/kelurahan dapat dihadiri oleh perwakilan OPD terkait
dal perwakilan aparatur desa yang membidangi urllsarr perencanaan
penganggaran, kesejahteraan masyarakat, dan/atau tim teknis Teknologi
Informasi/Operator untuk menjadi peserta pelatihan.

Pemohon dapat mengajukan pelatihan versi lengkap atau versi ringkas
dengan informasi sebagai berikut:

a Pelatihan Versi Lengkap: terdiri dari 40 jam pelatihan dan
dilaksanakan selama 5 hari kerja. Peserta akan mendapatkan materi
dengan kurikulum yang lebih lengkap dengan langkah fasilitasi yang
beragam untuk mencapai pemahaman yang lebih baik.

Pelatihan Versi Ringkas: terdiri dari 18 jam pelatihan dan
dilaksanakan selama 2 hari kerja. Peserta akan mendapatkan inti-inti
materi dengan kurikulum yang telah disesuaikan secara kompak
untuk mencapai pemaharnan yang baik dalam waktu pelatihan yang
terbatas.

4. 1.2 Fasilitasi Konsultasi

Fasilitasi konsultasi dilaksalakan untuk memperoleh pemahaman dan
solusi pemanfaatan data Regsosek dan penggunaan aplikasi Sepakat
konteks lokal untuk mendukung perencanaan pembangunan pasca
pelatihan. Konsultasi dapat dilaksanakan secara luring, daring, atau
hgbid serta ketentuan durasi waktu pelaksanaan konsultasi dapat
menyesuaikan kebutuhan pemohon.

4.2 Ketentuan dan Persyaratan

Dokumen administrasi yang harus dipenuhi untuk melakukan permohonan
fasilitasi bimbingan teknis sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Fasilitasi Bimbingan Teknis
a) Surat ditujukan kepada Deputi Bidang Kependudukar dan

Ketenagakerjaan C.q. Direktur Penanggulangan Kemiskinaa dal
Pemberdayaan Masyarakat. Ditembuskan kepada:
> Sekretaris Menteri PPN/ Sekretaris Utama Bappenas
> Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunal

b) Pemohon melengkapi jenis bimbingan teknis yang diajukan meliputi: (1)

pelatihan; dar/atau (2) konsultasi.
c) Pemohon melengkapi data diri pejabat yang bertanggung jawab sebagai

narahubung dalam pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis.
d) Surat ditandatangani oleh:

b



Sekretaris Menteri / Sekretaris Utama untuk pemohon di tingkat
pusat.
Kepala Bappeda Provinsi untuk pemohon di tingkat provinsi.
Kepala Bappeda Kabupaten/Kota untuk pemohon di tingkat
kabupaten/kota dan mencakup pemerintah desa/kelurahan di
bawahnya.

2. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Pemohon yang mengajukan permohonan bimbingan teknis ddam bentuk
pelatlhan pemanfaatan Data Regosek, perlu melakukan penyr:sunan KAK
dengan komponen sebagai berikut:
a) Latar belakang;
b) Tujuan;
c) Keluaran;
d) Mekanisme kegiatan;
e) Kurikulum;
f) Komposisi peserta dan kelas;

d Rencana Anggaran Biaya (RAB).

V. PEMANFAATAN DATA REGSOSEK

Pemalfaatar data menjadi kunci dalam merancang strategi pembangunan
berkelanjutan. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi saiah satu
sumber data yang akurat dan relevan memiliki potensi untuk menginformasikal
kebijakan dan program yang lebih efektif. Pemanfaatan Data Regsosek merupakan
upaya penggunaan Data Regsosek sebagai dasar perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional dan penyelenggaraan program pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah
desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengal
rincial sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan pada:
a. penyusunan kajian;
b. perumusan perencanaan dan penganggaran; dan
c. pemantauan dan evaluasi perenczuraan pembangunan.

2. Dalatn penyelenggaraan program dilakukan pada:
a. perencanaanprogram;
b. penga.nggara-n program;
c. penetapan target;
d. penyelarasan target untuk integrasi antar program;
e. penyesuaian cakupan dan mekanisme program;
f. penyaluran manfaat program; dan
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.



5.1 Konsep Pemanfaatan Data Regsosek dengan Aplikasi Sepakat

Untuk mendukung proses pemanfaatan data Regsosek, Kementerian
PPN/Bappenas mengembangkan sebuah Sistem Perencanaan, Penganggaran,
Pemantauan, Evaluasi & Analisis Kemiskinan Terpadu (Sepakat) di tingkat
provinsi, kabupaten/kota, kecamatal, dan desa/kelurahan. Secara lebih
spesifik Sepakat dibangun untuk memenuhi kebutuhan:

1 . Pemerintah Pusat: Sepakat menggunakan ana_lisis multi-sektora_l untuk
pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan pada tingkat nasional.

2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten: Sepakat mendukung peningkatan
efektivitas proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring
dan evaluasi pembalgunal daerah.

3. Pemerintah Kecamatan: Sepakat sebagai instrumen monitoring
pembangunan kecamatan (supra desa) dal desa.

4. Pemerintah Desa/Kelurahan: Sepakat membantu daiam memahami
permasalahan di desa/kelurahan yang digunakan sebagai input dalam
proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring pembangunan
desa/kelurahan.

Sepakat bertujuan membantu pengguna untuk menyusun perencanaan dan
penganggaran pembalgunalnya dengan memanfaatkan analisis indikator dari
berbagai sumber data seperti data salah satunya data Registrasi Sosial Ekonomi
(Regsosek). Melalui Sepakat, dapat diketahui profil, kondisi sosial ekonomi,
ketenagake{aan dan kemiskinan dari suatu daerah sampai ke tingkat desa.
Analisis kondisi daerah/desa dapat diketahui sampai ke tingkat by name bg
address sehingga mendorong ketepatan pensasaran prograln.

5.2 Modul Pemanfaatan Data Regsosek melalui Aplikasi Sepakat

Sistem aplikasi Sepakat dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam
mengelola informasi, memutakhirkan data, melalrukan analisis, serta dan
menyusun perencanaan penganggaran dan melaksanakan layalan yang
partisipatif, berbasis data, dan berpihak pada kelompok rentan. Sepakat
menawarkan lima fitur utama bagi pengguna, yaitu:

1. Analisis: Memanfaatkan data makro dan mikro dari Regsosek untuk
mengidentifikasi permasaJahan pembangunan, kerentanan, dan potensi
daerah.

2.Perencanaan: Meraacang opsi intervensi penanggulangan kemiskinan
berdasarkan bukti dan data, dengan target sasaran dan lokasi spesifik hingga
tingkat desa atau kelurahan.

3. Penganggaran: Simulasi kebutuhan angga-ran untuk intervensi program yang
akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

4. Monitoring dal Evaluasi: Mendukung pemerintah daerah da-lam memantau
kinerja dan capaian pembangunan.



5. Pemutakl.iran Data: Membantu pemerintah daerah dalam memperbarui data
sosial ekonorni indiwidu dan keluarga.

Alur penggunaan Sepakat akan diawali dengan ana-lisis kemiskinan unfuk
memastikan pada sektor apa yang memiliki permasalahan, bagaimana
kesenjangan pencapaiannya, serta dimana permasala-han itu te{adi. Analisis
Sepakat memungkinkan dilakukannya berbagai mac.un analisis misalnya
analisis peringkat kesejahteraan, analisis spasial, hingga analisis maldiri untuk
membentuk indikator sesuai kebutuhan.

Hasil ana-1isis dengan Sepakat ditindaldanjuti dengan melakukan prioritasi
dengan isu utama yang diangkat dari berbagai sektor pembangunan, serta
selisih capaian absolut dari target. Hasil dari prioritasi ini adalah usulan
alternatif intervensi yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah dalam
pen]rusunan perencanaan.

Langkah selanjutnya setelah munculnya alternalif intervensi berdasar prioritasi
yang telah ada, pemerintah daerah dapat melakukan analisis secara mandiri
dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah yang sudah tersedia dalam
sistem, dan serangkaian kegiatal sampai dengan penganggarannya.
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Gambar 5.1 Metode dan Pendekatan Sepakat

1 . Analisis Pohon Masalah
Analisis pohon masa-iah merupakan metode yang digunakan untuk
memetakarr anatomi sebab darr akibat untuk menca-ri penyebab suatu
masalah. Dalam Sepakat yang mempergunakan data Regsosek, alalisis
pohon masalah ini digunakan untuk membartu dalam membentuk pola pikir
yang lebih terstruktur dan berdasarkan fakta (data) untuk mencari penyebab
dari suatu masalah yang sudah teridentifikasi dan menjadi prioritas. Dengal
menemukan akar permasalahan maka dapat dirumuskan intervensi
program/ kegiatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di daerah.
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2. Perumusan Prograrn/Intervensi
Berdasarkan analisis menggunakan pohon masalah ditemukan serangkaian
penyebab dari suatu masalah, yang kemudial dapat dirumuskan intervensi
terbaik sesuai dengan permasalahal dan kondisi yang ada di daerah. Proses
ini sebaiknya dilakukan berdasarkan penilaian yang obyektif dan melalui
suatu proses aspiratif mela-lui musyawarah dengan para pihal< yang terkait
sehingga dapat dirumuskan suatu indikasi intervensi yang tepat untuk
menjawab permasalahan tersebut. Dalam Sepakat, pilihan indikasi
intervensi/program disediakan secara otomalis yang disertai dengan dengan
data dukung terkait target lokasi dan target sasa.ran yang bersumber dari
data Regsosek.

Pemohon dan pengguna Data Regsosek dapat menyampaikan pengaduan dan
pelaporan terhadap proses permohonan dan penggunaan Data Regsosek serta
fasilitasi bimbingan teknis melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dal
Pemberdayaan Masyarakat. Penyampaian pengaduan dan pelaporan ini dapat
dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Penanggulangan
Kemiskinan dal Pemberdayaan Masyarakat atau me1a,1ui email
ditpk@bappenas.so.id.

Sampaikan Laporan Anda

Upload Lamp ran Anon m Rahasra
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VI. PROSEDUR PENGADUAN DAN PELAPORAN
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Lampiran 2. Pemetaan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Indikator
Reneana Kerja Pemerintah Tahun 2O23 yang Dapat Didukung dengan Data
Regsosek.

Prioritas Nasional Program Prioritas Indikator

I

Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan

PP 5. Penguatan
kewirausahaan, Usaha
Mikro, Kecil Menengah
(UMKM) dan Koperasi

Rasio kredit UMKM terhadap total
kredit perbankan (%)

PP 6. Peningkatar nilai
ta-mbah, lapangan kerja,
dan investasi di sektor riil,
dan industrialisasi

Jumlah tenaga kerja industri
pengolahan (Juta orang)

Kontribusi tenaga kerja di sektor
industri terhadap total pekerja

Jumlah tenaga kerja padwisata (Juta
orang)

JumJ.ah tenaga kerja ekonomi kreatif
(Juta orartg)

2

Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

Indikator Prioritas Nasional

Persentase penduduk miskin KBI (%)

Persentase penduduk miskin KTI (%)

Jumlafr daerah tertinggal (kabupaten)

Persentase penduduk miskin di daerah
tertinggal (%)

Persentase kemiskinan Perdesaan (%)

PP 1. Pembalgunan
Wilayah Sumatera

Persentase penduduk miskin Wilayah
Sumatera (%)

PP 2. Pembangunan
Wilayah Jawa-Bali

Persentase penduduk miskin Wilayah
Jawa-Bali (%)

PP 3. Pembangunan
Wilayah Nusa Tenggara

Persentase penduduk miskil Wilayah
Nusa Tenggara (%o)

PP 4. Pembangunan
Wilayah Kalimantan

Persentase penduduk miskin Wilayah
Kalimantan (7o)

PP 5. Pembangunan
Wilayah Sulawesi

Persentase penduduk miskin Wilayah
Sulawesi (%)

PP 6. Pembalgunan
Wilayah Maluku

Persentase penduduk miskin Wilayah
Maluku (%)

PP 7. Pembangunan
Wilayah Papua

Persentase penduduk miskin Wilayah
Papua (%)

3
Menilgkatkan
Sumber Daya

Indikator Prioritas Nasional
Persentase cakupan kepemilikan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)



Prioritas Nasional Protram Prioritas Indikator

Mar-lusia Berkuaiitas
dan Berdaya Saing

Proporsi penduduk yang tercakup
dalam program jaminan sosial (7o)

Proporsi rumah tangga miskin dan
rentan yallg memperoleh bantuan
sosial pemerintah (%)

Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada balita (%)

Rata-rata lama sekolah penduduk usia
15 tahun ke atas (tahun)

Harapan lama sekolah (t a hunl

Persentase rumah tangga miskin dan
rentarl yang memiliki aset produktif
("/.)

Persentase angkatan kerja
berpendidikan menengah ke atas 17o)

Proporsi pekerja yang bekerja pada
bidalg keahliar menengah dan tinggi

PP 1. Pengendalian
Penduduk dan Penguatan
Tata Kelola Kependudukan

Persentase kepemilikan akta kelahiran
pada penduduk O-17 tahun (%)

PP 2. Penguatan
Pelaksanaan Perlindungan
Sosial

Persentase cal<upan kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)

Tingkat kemiskinan penduduk
penyandang disabilitas (%)

Tingkat kemiskina;r penduduk lanjut
usia (%)

Pekerja formal (%)

Peke{a informal (%)

PP 3. Peningkatan Akses
dan Mutu Pelayanan
Kesehatan

Prevalensi wasting (kurus dan sangat
kurus) pada balita (%)

PP 4. Peningkatan
Pemerataan Layanan
Pendidikal Berkualitas

Angka Partisipasi Sekolah
SMA/SMK/MA Sederajat

Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi

Tingkat penyelesaian pendidikan
SD/MI/sederajat (%)



Prioritas Nasional Program Prioritas Indikator

Tingkat penyelesaian pe ndidikan
SMP/MTs/ sederajat (%)

Tingkat penyelesaian pendidikan
SMA/ SMK/MA sederajat (9/o)

Persentase anal< kelas 1 SD/MI/SDLB
yang pernah mengikuti Pendidikan
Anak Usia Dini (%)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan Tinggi (m) (%)

PP 5. Peningkatan Kualitas
Anat, Perempuan, dan
Pemuda

Persentase perempuan ]umrur 20-24
tahun yang menikah sebelum 18

tahun (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) Perempuan (%)

Persentase pemuda (16-30 tahun) yang
bekerja dengan status berusaha
sendiri dan dibantu buruh (tetap dan
tidak tetap) dalam jenis jabatan white
collar (%)

Proporsi pemuda usia 16-3O tahun
yang mengalami masalah kesehatan
sehingga mengganggu kegiatan
/aktivitas sehari-hari selama satu
bulan terakhir dalam kelompok usia
16-3O tahun (%)

PP 6. Pengentasan
Kemiskinan

Persentase rumah tangga miskin dan
rentan yang mengalses pendalaan
usaha (%)

Jumlah rumah tangga yang
memperoleh akses kepemilikal tanah
(rumah tangga)

PP 7. Peningkatan
Produktivitas dan Daya
Saing

Persentase lulusan pendidikan vokasi
yang mendapatkan pekerjaal da-lam I
tahun setelah kelulusar (%)

4
Revolusi Menta-l dal
Pembangunan
Kebudayaan

5

Memperkuat
Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan

Indikator Prioritas Nasional

Rumah tangga yang menempati
hunian layak dan terjangkau (9/o)

Persentase pemenuhan kebutuhan air
baku (kumulatif %)



Prioritas Nasional Piograrn Priorites Indikator

Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

Rasio elektrifikasi (%)

Persentase populasi yang dijangkau
oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)
(%)

PP 1. Infrastruktur
Pelayanan Dasar

Persentase lLmah tangga yang
menempati hunian dengan kecukupan
luas lantai per kapita (%)

Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan ketahanan
bangunan (atap, lantai, dinding) (%)

Persentase rumah tangga yang
memiliki sertifikat hal< atas tanah
untuk perumahan (7o)

Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan akses air
minum layak (7o)

Persentase rumah tangga yaJlg
menempal i hunial dengan akses a.ir

minum aman (7o)

Persentase rumah tangga yarg
menempati hunian dengan akses
sanitasi (air limbah domestik) layak
dan aman (%)

Persentase rumah tangga yang masih
mempraktikkan buang air besar
sembarangan (BABS) di tempat
terbuka

PP 5. Transformasi Digital

Persentase pengguna internet (%)

Proporsi individu yang
menguasai/memiliki telepon genggam

%t

6

Membangun
Lingkungar Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim

Persentase rumah temgga yang
menempati hunian layak dan
terjangkau di perkotaan (%)



Lampitan 3. Identifikasi Program Kementerian/Lembaga yang Dapat Didukung
dengan Data Regsosek

Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

029 - Program Ketahanan Bencana dan Perubahar Iklim

Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral

Energi dan Ketenagalistrikan

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

023. DF - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Program Pendidikan Tinggi

Kementerian Agama
O25. DF - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

Program Pendidikan Tinggi

Kementerian Ketenagakerjaan
Pro gram Pembinaan Ketenagake{aan
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kementerian Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah

O44.EB-Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil
Menengah, dan Koperasi

Kementerian/Lembaga Program



040.EA-Program Kepariwisataan dan Ekonomi KreatifKementerian Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif

019.DL.4959 Pendidikan Menengah Kejuruan Industri

Xementerian/ Lembaga



O19. EC.6071 - Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Kecil, Menengah, dal Aneka

Kementerian Badan Usaha Milik
Negara

04 1.El-Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN

Kementerian Dalam Negeri Tata Kelola Kependudukan

Kementerian Kelautan Dan
Perikanan

Program Pengelolaal Perikanan dan Kelautan

Kementerian Komunikasi Dan
lnformatika

Pemanfaatan TIK

Kementerian Desa, Pembangunal
Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi

CT. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatassn,
Perdesaan, dan Transmigrasi

024.DO-Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
682 1 -Penyehatan Lingkungan

024. DD-Program Kesehatan Masyarakat
6799-Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

024.DO-Program Pencegahan dan Pengendalian Penyal<it
2O6 l-Pencegahan dan Pengendalial Penyakit Tidak
Menular

O24.DO-Program Pencegahan dan Pengendalia-n Penyakit
68 1 8-Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kementerian Kesehatan

Kementerian/Lembaga Pfogram



Kementerian/ Lembaga Program

O24.DG-Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
561O-Pembiayaan JKN/KIS

Kementerian Pekerjaarl Umum
Dan Perumahan Rakli at

RPJMN 2020-2024 bidang perumahaa dan permukiman:
capaiar "rumah tangga yang menempati hunian layak
dan terjangkau (%)"

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

DAK Fisik Bidang Sanitasi
Hibah Air Limbah

KementeriaIl Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata I(elola

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola
ASN

Badan Kependudukan Dan
KeluaJga Berencana Nasiona-l
(Bkkbn)

068.DJ Program Bangga Kencana
3317 Kegiatan Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

068.DJ Program Balgga Kencana
3323 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

068.DJ Program Balgga Kenca-na
3324 Kegiatan Pembinaan Ketahandl Keluarga Lansia
dan Rentan

068. DJ Program Balgga Kencana
333 1 Kegiatal Pengelolaan Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Perwakilan BKKBN Provinsi

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungarr
Anak

047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungai
Perempuan dan Anak
281 I Kegiatan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan
Partisipasi Anak



Kementerian/ Lembaga Program

047.DE Program Kesetaiaan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak
2809 Kegiatan Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan
dan Lingkungan

O47.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak
2812 Kegtalan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan
darr Pendidikan

047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan
Perempuan dan AnaI<
2810 Kegiatan Perlindungan Khusus Anak Korban
Kekerasan

O47.DE Program Kesetaraal Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak
2805 Kegiatan Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi
Khusus

O47 . DE. Program Kesetaraan Gender, Perlindunga-n
Perempuan dan Anak
2800-Kegiatan Perlindulgan Hak Perempuan Pekerja
dan TPPO

O47 . DE. Program Kesetaraan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak
2795-Kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang
Ekonom

Kementerial Pemuda Dan
Olahraga

092.DB Program Kepemudaan
3808 Kewirausahaan Pemuda

092.DB Program Kepemudaan
3817 Kewirausahaal Pemuda

092.DB Program Kepemudaan
5910 Kewirausahaan Pemuda

Kementerian Pertanian

O18.[IA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi
Pangan
Berkualitas

125.HA-Program
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan



Kementerian /Lembaga Program

Berkualitas



Lampiran 4. Template Surat Tugas Registrator Permohonan Hak Akses Data
Regsosek

Logo lnstansi

SURAT TUGAS
NOMOR:

Dalam rangka pengajuan permohonan hak akses Data Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek), dengan ini saya menugaskan:

Nama

N]P

Jabatan

Unit Kerja

Instansi

Untuk melakukan registrasi akun dan bertanggung jawab atas proses
teknis permohonal hak akses Data Regsosek.

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh
tanggung jawab.

(Tempat dan tanggal)
(Jabatart)
(ttd dan stempel)

(Nama dan NIP)



Lampiran 5. Template Surat Permohonan Hak Akses Data Regsosek

LOGO INSTANSI/LEMBAGA /PEMERINTAH DAERAH

Nomor :

mm-yyjry

Hal :

Tempat,dd-

Yth.
Menteri Perencalaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
c.q. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
di Jakarta

Dalam rangka perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program
pembangunan yang berbasis bukti, bersama ini saya bermalsud untuk mengajukan
permohonan hak akses Data Regsosek tahun 2O22 pada lingkup_(sebutkan nama
daerah/ nasionaq_ .

Untuk mendukung koordinasi penyelenggaraan pemalfaatan Data Regsosek, kami
menugaskan pejabat berikut sebagai narahubung utama:

Koordinator Satu Data Tingkat Daerah *l Walidata **)

Nama
Jabatal
NIP
Email
Nomor Hp

Nama
Jabatan
NIP
Email
Nomor Hp

*) Dihopus untuk Kementeian/ Lemboga
**) Dihapus untuk Pemeintah Daerah Prouinsi/ Kab/ Kota

Demikial permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dal kerjasama Bapak,
kami ucapkan terima kasih.

(Tempat dan tanggal)
(Jabatan)
(ttd dan stempel)
(Nama dan NIP)

Tembusan:

1. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Penanggulaagan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.



Lampiran 6. Template Kerangka Acuan Kegiatan Pemanfaatan Data Regsosek

KERANGI{A ACUAN KEGIATAN

(r(AKl

PEMANFAATAN DATA REGSOSEK

DI (Isi Nama Kementerianll*mbaga/Pemerintah Daerahl

Logo lnstansi/
Lembaga/

Pemda

KETERANGAN INSTANSI

TAHUN 2023



KERANGI(A ACUAN KEGIATAN

PEMANFAATAN DATA REGSOSEK DI (kementerian/ lembaga/ pemeintah daerahl

I. Latar Belakang I(ebutuhan Pemanfaatan Data Regsosek

Pemohon menjelaskan gambaran umum singkat urgensi kebutuhan data Regsosek

untuk mendukung target pembangunan dan program yalg akal dilaksanakan oleh

Kementerian / Lembaga/ Daerah.

II. Tujuan Pemanfaatan Data Regsosek

Pemohon menjelaskan secara detail:

1. tujuan pemarfaatan data Regsosek dan rencana bagi pakai lintas sektor/OPD;

2. pengelolaan kabupaten/kota untuk bagi patai dan pema;rfaatan Regsosek di

tingkat desa/kelurahan.

m. Identlftkasi Kebutuhan Hak Akses dan Media Akses

1. (Isikal nama unit kerja untuk pemerintah pusat atau OPD/pemerintah

desa/kelurahan untuk pemerintah daerah)

a) Tujuan Pemanfaatan:

Jelaskan tujuan pemanfaatan. Apabila K/L/D merupakan penyelenggara

program yang membutuhkan data BNBA, maka rincikan programnya.

b) Jenis Data Regsosek:

Jelaskan kebutuhan jenis data meliputi: 1. data mikro; dan 2. data BNBA.

c) Media Akses:

Jelaskan kebutuhan media akses meliputi: 1. Sepakat; dan 2. fasilitas

pengolahan data Regsosek terpadu.

d) Data Diri Operator Pengelola Akun*

- Nama:

Contoh:

- Digunakan dolam memetakon peneima manfaat program Karfit Indonesia Hntar
(KIP) di Indonesia/ melaksonakan proglam pemberdagaan ekonomi (petani"

petemak, UMKM) di daerah Kabupaten Aceh Timur.

- Direktorat Jenderal Pendi.d.ikan Anak Usia Dini, Pendidikan DasaL dan

Pendidikan Menengah berkomitmen akan melakukan bagi pakai data dengan

Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudagaan, Bappenas.



Jabatan:

NIP/NIK:

Email:

No Hp:

2. (Isikan nama unit kerja untuk tingkat pusat atau OPD/pemerintah

desa/kelurahan untuk tingkat daera-h)

a) Tujuan Pemaafaatan:

Jelaskan tujuan pemanfaatan. Apabil a K / L / D merupal<an penyelenggara

program yang membutuhkan data BNBA, maka rincikan programnya.

b) Jenis Data Regsosek:

Jelaskan kebutuhan jenis data meliputi: 1. data mikro; dan 2. data BNBA.

c) Media Akses:

Jelaskan kebutuhan media akses meliputi: 1. Sepakat; dan 2. fasilitas

pengolahan data Regsosek terpadu.

d) Operator Pengelola Akun *

- Nama:

- Jabatan:

- NIP:

- Email:

- No Hp:

3. darr seterusnya Qtemohon mengisikan informa,si setiap

pemeintah pusat atau OPD/ pemeintah desa/ kelurahan

daerahl

unit kerja unuk
untuk pemerintah

Keterengan:
*) wajib diisi untuk permohonan hak akses Data Regsosek dengan Sepakat.

IV. Kelembagaan Forum Satu Data di Tiugkat Daerah s
Pemerintah Daerah menjelaskan kelembagaan Forum Satu Data di Tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. ketersediaan Forum Satu Data tingkat daerah;

2. dasar hukum penetapan Forum Satu Data tingkat daerah;

3. struktur Forum Satu Data tingkat daerah dal informasi kontak pejabat

penanggung jawab.



Kctcrarrgan:
**) diisi untuk pennohonan hak akses Data Regsosek dengan Sepakat oleh Pemerintah

Daerah.

v. Rencana Dukungan Pemutakhiran

Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi potensi dan

rencana aksi untuk mendukung pemutakhiran data Regsosek meliputi dukungan

dasar hukum, kelembagaan, SDM, alggaran, dan sebagainya.

Contoh:

- Kementerian Pendirlikan akan mendukung pemutakhiran melalui

interoperabilitas data Regsosek dengan dato Dikdo.smen.

- Pemeintah Kabupaten/ Kota akan mendukung alokosi pembiagonn unatk

pemutakhiran data Regsosek.

- Pemeintah Desa akan mengalokosikan anggaran untuk penginpan tenaga

p e mutakhiran d at a Re g s o s e k.

- dst



Lampiran 7. Template Surat Permohonan Fasilitasi Bimbingan Teknis

Nomor

vvvv
Hal

Tempat,dd-mm-

Yth.
Deputi Bidalg Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas
di Jakarta

Dalam rangka mendorong optima.lisasi pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi
(Regsosek), bersama ini saya bermaksud untuk mengajukal permohonan fasilitasi
bimbingan teknis pemanfaatan Data Regsosek. Adapun bentuk fasilitasi yang kami
harapkan adalah .......*) lkonsuLto.si dan/ atau pelatihanl.......

Untuk mendukung koordinasi pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis pemanfaatan
Data Regsosek, kami menugaskal pejabat berikut sebagai narahubung utama:

Nama :

Jabatan :

NIP :

Email :

Nomor Hp :

*l Pilih bentuk fasilitasi

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan ke{asama Bapak,
kami ucapkan terima kasih.

(Tempat dan tanggal)
(Jabatan)

(ttd dan stempel)

(Nama dan NIP)

Tembusan:

l. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Penanggulangan Kemiskinarr dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

LOGO INSTANSI/LDMBAGA/PEMERINTAH DAERAH



Lampiran 8. Template Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Data
Regsosek

KERANGI{A ACUAN KEGIATAN

(r(AK)

PELATIHAN PEMANFAATAN DATA REGSOSEK

DI (Isi Nama Instansi/Lembaga/Pemerintah Daerah)

Logo lnstansi/
Lembaga/

Pemda

KETERANGAN INSTANSI

TAHUN 2023



KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PELATIHAN PEMANFAATAN DATA REGSOSEK DI llnstansi/ Lembaga/ Daerahl

L Latar Belakang

Dalam rangka melaksanal<an amanat pasal 31 Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)
mengamanatkan "perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan', maka pemerintah pusat maupun
daerah didorong untuk memanfaatkar data Regsosek sebagai sumber data tunggal
yang mencakup seluruh penduduk, mutakhir, akurat, serta dapat
dipertanggung'awabkan.

Pemanfaatan data Regsosek merupaka,n kegiatan penggunaan data
Regsosek sebagai dasar perencanaan dan pengangga-ran pembargunan nasiona.l dan
penyelenggaraan program pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangal. Pemanfaatan data Regsosek
dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasiona-l dilakukan pada: a)
penJrusunan kajian; b) perumusan perencanaan dan penganggaran; dan c)

pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan. Pemanfaatan data Regsosek
dalam penyelenggaraan program dilakukan pada: a) perencanaan program; b)
penganggaran program; c) penetapan target; d) penyela"rasan target untuk integrasi
antarprogram; e) penyesuaian cakupan dan mekanisme program; f) penya.luran
manfaat program; dan g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

Pemanfaatan data Regsosek dioptimalisasi dengan penggunaan Sepakat.
Sepakat merupakan aplikasi berbasis website untuk membantu proses
perencanaar, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan
kemiskinan secara cepat dan akurat, di level provinsi/kabupaten/kota hingga
desa/kelurahal dengan menyediakan berbagai analisis, rekomendasi program
intervensi darr layanan. Secara umum, tujuan SEPAKAT adalah (1) mempertajam
rencana pembangunar darl anggaral daerah dalam rangka percepatan
penanggula-ngan kemiskinan dan ketimpanCa\ (2) memanfaatkan data untuk
kebutuhan perencanaan, penganggaran pembuatan kebijakan pembangrnan yang
inklusif dan pro-pooG serta (3) otomatisasi proses perencanaan, penganggarar dan
monitoring yang holistik, integratif, tematik dan spasial.

Penggunaan Sepakat telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana Pembalgunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024. Dengan Sepakat maka proses perumusan kebijakan dilakukan dengan
pendekatan berbasis bukti (euidence-bo.sed opproa.hl. Dengan demikian, fakta dan
analisis merupakan pondasi dalam penggunaan dan pemanfaatan SEPAKAT untuk
perumusan berbagai kebijakan di nasional dan daerah.

Sebagai upaya meningkattan kapasitas pemerintah (sebutkan
instansi/ lemboga/ daerahl dal memenuhi persyaratal untuk mendapatkan hak



akses data Regsosek, maka kami berrnaksrrd rnengajukal perrnohonan fasilitasi
bimbingan teknis dalam bentuk kegiat an lpilih konsultosi dan/ atau pelatihanl
kepada Sekretariat Pengelola Data Regsosek.

II. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah antara lain:
1. memanfaatkan teknologi riigital melalui Sepakat dalam mendorong peningkatan

kapasitas pemerintah dalam pemanfaatan data Regsosek;
2. meningkatkan kapasitas pemerintah untuk melakukan perencanaan

penganggaran pembangunan dan penyelenggaraan prograrn yang berbasis buhi;
3. meningkatkan kualitas layanan dasar dan pembangunaa yang inklusif, adaptif,

dan berkelanjutan.

Iu. Keluaran

Keluaran kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Data Regsosek antara lain:

1. pemanfaatan teknologi digital melalui Sepakat da-1am mendorong peningkatan
kapasitas pemerintah dalam pemanfaatal data Regsosek;

2. peningkatan kapasitas pemerintah untuk melakukan perencanaan
penganggaran pembalgunan dan penyelenggaraan program yang berbasis bukti;

3. peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan yang inklusif, adaptif,
dan berkelanjutan.

IV. Mekanisme Pelatihan

Pemohon menjeloskan mekoni.sme pelatihan gong dipilih gaitu luring otau daing.

v. Kurikulum Pelatlhan

Kurikulum pelatihal pemanfaatan data Regsosek yang akan dipilih yaitu:

*) Pemohon me4jelaskan usulan uersi pelatihan gang dipilih gaitu uersi ingka.s otau
uersi lengkap.

No Jumlah
Pelatihan/Hari

Peserta Pelatihan
berdasarkan Tingkat

Pemerintahan

Pilihan
(YAlTIDA

Kl

1 Kurikulum
Ringkas

18 Jam
PeIaj ararr
(2t,ari
pelatihan)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota
(PK)

Desa/Kelura-han (DK)

2 Kurikulum
Lengkap

4O Jam
Pelatihan
(5 hari
pelatihart)

Provinsi/ Kabupaten/ Kota
(PK)

Desa/Kelura-han (DK)

Opsi
Kurikulum



**) Pemohon dapat mengisi pilihan pelatihan pemanfaatan data Regsosek sesuai
dengan tabel gang tertera.

***) Kuikulum Ringkas Matei Pelatihan Pemanfaatan Data Regsosek

No Materi (2 Hari)
Jam Pelajaran

DX PK

1 Pembukaan 1 1

Bina Suasana dan Orientas Pelatihan 1 1

3 Pengantar Kemiskinan dan Pembangunan lnklusif 1 I
4 Data Literasi 2

5 Pengenalan Platform SEPAKAT dan Analisis SEPAKAT 3 3

6 Perencanaa n dan Penganggaran SEPAKAT 3 3

7 Pelayanan SEPAKAT 1 1

8 Pemanfaatan dan Tata Kelola SEPAKAT 1 1

9 Perlind unga n Data Pribadi 2 2

10 Prosedur Permintaan Hak Akes 1 1

11 Wrap Up / RKIL 1 1

72 Penutupan 1 1

TOTAT 18 18

"""*) Kuikulum l,engkap Matei Pelatihan Pemonfaatan Data Regsosek

No Materi (5 Hari)
Jam Pelajaran

PK

Pembukaan- Pre Test 1 7

Bina Suasana dan Orientas Pelatihan 2

3 Pengantar Kemiskinan dan Pembangunan lnklusif 2 2

4 Data Literasi 2 2

5 Pengenalan Platform SE PAKAT )
6 Analisis SEPAKAT 5 5

7 Perencanaan dan Pengangga ra n SEPAKAT 8 8

Monitoring dan Evaluasi SEPAKAT 3 3

9 Pelayanan SEPAKAT 4

10 Sepakat Keca matan 4

11 Pemanfaatan dan Tata Kelola SEPAKAT 5

12 Perlindungan Data Pribadi 2 2

1J Prosedur Permintaan Hak Akses 1 1

14 Wrap Up / RKTL 1 1

15 Penutupan - Post Test 1 1

TOTAL 40 40

vI. Komposisi Pea€rta dan Kelas

Komposisi peserta di dalam kelas dapat menyesuaikan jumlah
instansi/lembaga/daerah yang mengikuti pelatihan- Hal yang menjadi
pertimbangan adalah pembatasan jumlah peserta da1am satu kelas (maksimal 30
peserta/ke1as) sehingga dapat menjaga efektivitas pelatihan. Kelas pelatihan terbagi
ke dalam materi kewenangan provinsi/kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
Adapun gambaran komposisi kelas sebagai berikut:

2

2

DK

7

2 2

2

8



Tabel 2. Komposisi Peserta dan Kelas dalam Pelatihan*

"l Perlu disesuaikan dengan kebuhthan dan kemampuan pemohon

vII. Rencaaa Anggaran Biaya (RAB)

Pemohon menyertakan tabel Rencana

pembiayaan sebagai berikut:

1. Akomodasi

2- Honorarium

3. Uang harian

4. Peralatan pelatihan

5. Konsumsi

6. Kebutuhan lainnya

Anggaral Biaya dengan komponen

Pemohon dapat melakukan penyesuaian komponen pembiayaan sesuai kebutuhan

dan kemampuan anggaran di lembaga/ instansi / daerah.

Instansi Ruangan
Desa/Kelurahan

Ruangan
Kabupaten/Kot

a
Badan Perencanaan dan
Pembangunal Daerah

I 1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

1 1

Dinas Sosial 1

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

I

Dinas Pendidikan 1

Dinas Koperasi dan UMKM 1

BPS Kabupaten 1

Kecamatan A l I

Kecamatan N I 1

Desa a 1

Desa n 1

Total Peserta 20 15


